SALINAN ,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 204 TAHUN 2016
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKCTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun
2013 telah ditetapkan mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota J akarta,;

b. bahwa dalam penerapan akuntansi berbasis akrual
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota J akarta, masih
terdapat transaksi keuangan dan aset yang belum diatur dalam
kebijakan akuntansi, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;




Menetapkan

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daeral sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelclaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011

13. Peraturan Menteri Dalam N egeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

17. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem

dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.




Pasal 1

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kebijakan akuntansi berbasis akrual.

Pasal 2

Penerapan Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual dilaksanakan
secara bertahap.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 21036

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

~—

YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003
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